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NOMOR : W.25.PAS-PAS.7-IIA-02.01.01 - 62f,

Pada hari ini Selas tanggal Tujuh bulafl M.ret tahun Dre Ribu Dua Putuh Tiga bertempat di
Rumah Tahanan Negara Kelas ltA Msmdo, yang bertanda tangan di bawah ini:

JULISES DEFFIE OEHLEf,S,SH sela.ku Kepala Dinas Kependudulian dan Pencatatan

Sipil Kota Manado, berkedudukan dar berkantor di Tikala Ares Kec. Tikala Kota Manado

dalam hal ini bertindal mtuli dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencalatan Sipil
Kota Manado, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".

a. bahwa PIHAK KESATU adalah msur pelaksana urusan pemerintahar di bidang

kependudukan dan Pencatalan Sipil ymg bertd€gung jawab pada Kota Manado;

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Pelaksana Teknis tempal perawatan tahanan

. DENY FAJARIYANTO, A.Md. I.P' S.tllt .H Selaku Kepala Rumah Tahanan Nega@

Kelas IIA Manado, berkedudukan d r berkantor di JL Cerderawasfi Lingk. I Kel.

Mal€ndeng Kec. Paal Dua Kota Manado dalam hal inibertindak untuk dan atas narna

Runah Tahanan Negara Kelas IIA Mmado, selarluelya disebut "PIHAK KEDUA"

PIILA.K KISATU dan PIHAK KEDUA yang selanjuhya secara bersarla-sama disebut

PARA PIEAK terlebih dahulu menerangkan sebagai benkutl
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dan pembinaan narapidan4
c. bahwa pelayanan perekamm kartu unda penduduk elektronik (KTP-EL) dan dokumen

kepeodudukan larnnya dalam hal id hanya be.lalu bagi Tahanan dan Natapidana yang

berada di dalarn naungan PIHAK KEDUA da berdomisili di Kola Manado.

d. bahu'a pelavarEn perekam& kartu lEda penduduk elelrrooik (KTP-EL) dan dokumen
kependudutar lainnya dilaksdBkan berdasarkan peftnohonan 1'ang disampaikan oleh
PIHAK KEDL)A secan merual atawur onlin€ Lepada PIHAK Kf,SATU.

SelanJ utnl',a, dengan mqnp€rhdikm kete ua p€raturaD p€rundang-mdangrn:
1 Undang-Undang Nomor 12 TshrD 1995 t€ol@g P€oasfar.k8ln (Lernbaran Negora

Republik lndonesia Tahm 1995 Nomor 77, Tatrlbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3614). sebagaimaE tdah diubah dargan Undang-Undang Nomor 22

tahm 2022 tenrang Pemaryarakde (IJmbata Negara Republik Indonesis Tahun 2022

Nomor 165, Tambahan Lembarm Negara R€publik Indooesia Nornor 681I ):
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tertang AdminisFasi Kepeidudukan (Lembaran

Negara Republik Indon€sia Tahtm 2006 Nomor 124, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4674) sebsgaimana telah diubah ddlgBn Unda.ng-Undang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Aras Und8rg-Undang 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (lambsran Negara Republik [Ddoresia Tahun 2013 Nomor
232. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)1

3 Peraturan Pemerinlah Nomo lo Tahun 20t9 tent&g Pelaksanam UndanS-Undang

Nomor 23 'l'ahm 2006 tentang Adnidstl6i Kepeidudukan sebagarmans telah diubah
dengan Und&g-Undmg Nomor 24 Tab@ 201 3 tent4g Pdubahan Atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahro 2006 tentang Administsasi Kependudultan;

4. Peraturan Presid€n nomor 96 Tahln 20lE t@latrg Peryaroran dm TaIa Cara Pendaftaron

Penduduk dan Pencalalan Sipil;
5. Peraluran Menten Dalarn Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tcmlrrlg lturlu Identitas Anat:
6. Peraluran Menten Dalarn Negeri Nornor lot TahE 2019 renhng Persluran Pelaksanaan

Peraluran Presiden Nomor 96 T.hlo 2018 tedag Persyarat@ del T81r CaIs Pendaftaran

P€nduduk dan Peacdalsn Sipil.

PIHAK KESATU d{l PIHAr KEDUA yog selanjutnya secara ben m&sama disebut
PARA PIHAK sepalar mela&ukm kcja sama p€flhal p€ndda.n dan pemualhiran dara

Tahanan dart Naraprdana pelayanar p€rek@arr katu teda p@duduk eleklromk (KTP-EL) dan

dolurneo kependuduksn lainnya

Pasal 1

Ketenfuan Umtd
Dalam Ped anjian id yang diiaksud dengsn:

L Dinas Kependudulan dm Pencald{l Sipil adalah Dnas Kependudukan dm Pencalalan

Sipil Kora Manado;
2. Rumah Tahanan Negara adalah lernbaga arau empat ydtg menjalaDkan fungsi Pelayanan

terhadap taharel;
3. Narapidana adslah terpidam yatrg sed&g m.njalai pidana penjara mtuk waktu te(€ntu

dan seumur hidup alau terpidana mdi yarE sedaDg menunggu pelaksanaan putussr, yang

sedarg menlalani pernbinam di lernbaga psnasyarakalrn;
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4. Kartu Tanda Penduduk Elektsonik, selanjutnya disingkat K]?tl, adalah kartu t nda
penduduk yang dilengkapi dengan clrrp yang merupakai identitas resmi p€nduduk sebagai

bukti diri yarg diterbitkan oldr Dinas Kependudukan dar Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota atau llnit pelatsana teknis Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

5. Nomor Induk Kependudukaq selanjunya disingkar menjadi NIK adalah nomor identitas
penduduk yang bersifal wik dan khas, tunggal dal melekd pada seseorang yang terdaftar
sebagai Penduduk lndonesiq

6. Kartu Keluarg4 selanj umya disingkaf KIt adalah Xartu ldentitas Keluarga yang memual
dala tentang nam4 susrDan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota

keluarga;
7 Dokumen Keperdudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencalalan Sipil yang mempunyai kekualan hukum sebagai alaf bukti
ant€ntik yang dihasilkan dai pelayanan perdaftarat penduduk dan pencalatan sipil

Pasal 2

Maksd dan Tqiuan
Maksud dar tuiuan Perjarrian Kerja Sana ini adalah rDt* mengefektilk{l fmgsi dan peran

PARA PIHAK dalam rangka melaLuksi pendatam & pemutakhiran daJa Tahanan dan

Narapidana serta pelE anan perekaman kartu tanda pendudut el elrronik (KTP-EL) dan dokumen
kependudukan lainnya di Rumah Tahanan Negara Kelas ttA MaDado.

Pasal 3
Kewajibar Pea Pihak

( I ) PIHAK KESATU mempuayai kew4jiban untuk:
a^ memberikai layanan konsultasi atas permasalahan ydlg berkaitan dengan data dan

dokumen kependuduk?o Tahman dan Narapidana di dalam naungan PIHAK KIDUA;
b melalukan perubahai./pemutakhiran eleman dala pada dalabase kep€ndudukan atas

permohonan yang diajukan oleh PIHAJ< KEDUA;
c. memberikan pelayananjemput bola perekanun k,Itu tanda pqrduduk eleklronik (KTP-

EL) kepada Taharan dan Ndapidara di bawah naungan PIHAK KEDUAmelalui
pemrohonan dari PIHAK KEDUA tedebih dahulu

(2) PIHAK KEDUA mempuoyai kewajiban uruk:
a melahukan pendalaan dan melaporkan halil padataan kepemilikan NIK bagi Tahanan

dan Narapidana di bawah naungan PIHAK Kf,ITUA kepada PIHAK XESATU;
b. mengajukan perrnohonan perekaman kartu tanda penduduk elehronik (KTP-EL) dan

dokumen kepedrdukan lainnya kepada PIHAK KESATU;
c. melaporkan setiap perubahan eleinen dala kependudukan Tahanarl dan Narqidana di

bawai naungan PIIIAK KEDUA kepada PIHAJ< KESATU untuk dilakukan
pembaharuan elemen datany4

d. melaporkan setiap mobililas Tahanan dan Nanpidana di bawah namgan PIHAK
KEDUA kepada PIIIAK KESATU;

e. melaporkan TahaD& d r NarapidaE yang telah dinyafakan bebas kepada PIHAK
Kf,SATU, untul diterbitksn sural ket€raryan pindah sesuai dengdr daerah tujuan,

dengan melampirkan Suat Keteragan Bebo yang telah disahkan oldt pihak

Kemenleflan Hukurn dar l-tAM RI,
f. memberikan dukrmgan yang dibutubkan dalam penyelenggaraan perekaman nomor
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induk kependudukan untuk Tahanan dln Narapidana dalam naungan PIHAK
KEDUA

Pasal 4
Rrung Lingltp

Ruang linglup kerjasama ini meliputi:
( I ) P6dala.@ dan pelaporan Narapidrn ymg ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA

Manado;
(2) Duhrngafl pelayana adminisGi kep€rddufm bagi Tattan n dan Ndapidana seperti

p€lEanan jemput bol4
(3) Pelaporan perubaha/p€mutakhirer el€m€n data Narapidan&

Pssal 5

Hak Para Hhak
( I ) PIHAK Kf,SATU memprmyai hak uon:k:

a mendapatkan dara dan laporan k?emilikat NIK bagi Narapidan di bawah naungan

PIHAK KEI,UA dATi PIHAK Kf,DUA;
b. mqrdapatkan pemohonan kanu t nda p€ndudut elelfonik (KTP-EL) dan dokumen

kependudukan larnnye dari PIHAK KEDUA;
c. m€ndapatkan laporan setiap perubalEn elemen dara kependudulian Tahanan dan

Narapidana di bawah naungan PIIIAK KEDUA uttuk dilakukan pembaharuan elemen

datanya:
d. m€odapalkan laporan setiap mobilitas Tahrnan d&l Narapidma di bawah namgan

PIHAX KEDUA;
e. m dapalkan laporan Tahanan dan Narapidana yang telah din"valakafl bebas dari

PIHAK KEDUA, untut dilerbirkm sural ketereBan pindah sesusi dengan daerah

luJum. dengan melanpirlan Sual KeteraEan Bebas yaB telah disahkm oleh pihak

Kementerian Hukun dan Hak Asasi Manusia RI;
f. mendaperkan dutmgan ymg dibutubkan dalah penyel€rggaraan perekamrn nomor

induk kependudukan rtrItuk Taharle de Narpidana drl.m nalmgan PIHAK KEDUA

(2) PIIIAK KEDUA rnemp@-\'ai hsl rDtuk:
a msrdapatkan pelayanel dari PIHAX XESATU rfltul perubaban elenEn dala bagi

Tahanel dan Narapidana yang berada di bcwah naungan PIHAK XEITUA;
b. rn€ndapatkm layanan konsultasi dari P[ x KESATU aras permasalahat data

kependudukan Tatranan d^st NaraEdana yang bemda dibawah namgaD PIHAK
KEDI.JA:

c. mendapdkan pelayan Djemput bolspereksm,l tartutltda perduduk eleltonik(KTP-
EL) dan PIHAK Kf,SATU terhadrp Talunan d.an Narapider di ba*€h naungan

PIHAK KEDUA melalui p€rmohonan dari PIHAJ< Kf,DUA lerlebih dahdu.

Pasal 6
Evaluasi dan Pelaporan

(l) PIIIAK KEIIUA wqiib membuat laporan berkala per senester mengensi pelatsanaan

Pendalaan dan Pemdakhirm Data TahanaD datr Narapidatls Serla Pelayanan Perekarnan

4
PTIIAK KESATU PIIIAK KET'I]A



Kartu T{da Penduduk Eleltonik (KTP-EL) dan Peoclbitan Dokumen Kependudukan
LaLBya k€pada PIHAK KESATU arau sewaktu-wattu s€suai kebutuhrr!

(2) PIIIAK KESATU rnelakuk@ evaluasi pa s€utesler mqtgeiai Podalaan dan

Pemutakhiran Data TalEnan dat NarapidEu Sena Pelslane Petekamar lGrtu Tsnda
Penduduk Elelfonik (KTP-EL) dan Pdrertilan Dokuneo Kependudukan Laimya secara

berkala das laporm PIHAK XEDUA 8tau sewallFwaknr sesuai kebutuhar-

Pasal 1

Jangka Waktu
Perjanjian Keda Sama ini belaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama ini oleh

PAIA PIHAK dan berlaku selama 2 (Dua) Tahm serta dapat diperpanjang alas persetuJuan

PARA PIHAK.

Pasal E

Pembiayaan

Segala biaya ydlg timbul akibar pelaLsanaan perjanjian kerjasama ini dibebao*an kepada
masing-rusing pihal de/alau sumb€t p€ndmaaD lain yang sdr dar tidak meogikat sesuai

dengan peraruran penDdang-urdagan yang berlalu.

Pasd 9
Beralhimya Pedanjian Kerja Ssnu

PerJanj ian Ke0a Sama ini berakhn .pabilajaryIa $a}tu Petjauiar Kerja Sama telah berakhir
dar/alau slas kesepakal& PARA PIEAK tnlul rnengalhi ri Kerj a Sanla seHum jangka waltu
Perjan1ian Keqa Sama ini berakhir.

Pasal t0
Kealnar. Mean*sa (Force Majeure\

Apobila terjadi hal-hal yang berada di lu,I kekursaan PARA PIHAK arau keadaan merialsa
sesuai ketetuan peraluan perundang-urdanga\ dapat dilakulan perubahan Perjanjiat Kerja
Sam& ini at s peE€tujuan PARA PIHAK.

Passl I I
P€nyelesai8n Perselisihrtt

Dalam hal terjadi perbedaan penafsirat <talam pdakanaat Perjsnjisn Kerja Sama tni, PARA
PTHAK akan menyelesaikan sec.ra musyawarah lDtul mufaksr dan apabilatdak tercapai kara

mufakat, akan disetesaikar sesuai dengrn keteafuar peraturat penodang_undangan.

Pessl 12

Ket€ntun-Ketentum Lain
(l ) Dalam hal diperlukar ada! a p€narnbah4 da/alau p€agur&gan mderi Perjanjim KerJa

Sarla ini, dapal dilakukan p€rubahan a&s pcrsetujud, PAnA PIIIAK
(2) Perubahm sebagaimma dimalsud pad8 syal (l) dituargta dalam Adendum yang

merupakan bagian tidak lerpisahkan dari Pedetjim Keia Sarna ini;
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Pasal 13

Penutup
Perjanjim Kerja Sama ini dibuar dalan ralgkap 2 (dua) asti, ditanda td€ani di atas kertas
bermaterai cukup dan masing-masing hemprmyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap
stempel resmi.

PIIIAK KESATU KEDL]A
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